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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 50 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELINDUNGAN DATA PRIBADI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi hak sipil warga terkait privasi
atas data pribadinya, perlu mengelola Pelindungan Data
Pribadi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 145
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
tentang Pelindungan Data Pribadi, perlu menetapkan
Pejabat Pelindungan Data Pribadi (PPDP) atau Data
Protection Officer (DPO);

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kudus tentang Penunjukan Pejabat
Pelindungan Data Pribadi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6905);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6820);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7190);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
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Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2026 Nomor 470);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.
Menetapkan Pejabat Pelindungan Data Pribadi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus

sebagai berikut:

Jabatan Jabatan
Nama
dalam Dinas dalam Tugas
Kasubbag Pejabat
Andika Teguh Perencanaan, Pelindungan
Prasetyo, S.IP Data dan Data Pribadi
Informasi (PPDP)

Pejabat Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
a. menginformasikan dan memberikan saran kepada

Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi agar
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mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang mengenai
Pelindungan Data Pribadi;

b. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Pelindungan Data Pribadi,

c. memberikan saran mengenai penilaian dampak
Pelindungan Data Pribadi dan memantau Kkinerja
Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi;

d. berkoordinasi dan bertindak sebagai nara hubung untuk
isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi;

e. melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan
pengelolaan data pribadi;

f. melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi; dan

g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan
Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA, Pejabat Pelindungan Data Pribadi
mempunyai akses yang memadai terhadap kegiatan
pemrosesan data pribadi dan wajib menjaga kerahasiaan
seluruh data pribadi dan informasi yang diperoleh dalam
pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA, Pejabat Pelindungan Data Pribadi

berkoordinasi dengan:

a. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kudus;

b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

c. Pejabat dan/atau Pegawai yang melaksanakan fungsi
pengelolaan data dan informasi,

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
dan

e. Pihak terkait lainnya.
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KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 19 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

DA’FAF ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum
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